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Abstrak
MOH. IQRAM   SYAH M.   SALEH,   NIM.   H11.17.097,   Judul “Analisis
Terhadap Tindakan Pembunuhan Di Luar Hukum (Unlawfull Killing) Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia”. Dibimbing Oleh Darmawati dan Rommy Y. Hiola.
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui pengaturan hukum tindakan pembunuhan di luar proses hukum (unlawfull killing) yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kaitannya dengan prinsip Hak Asasi Manusia (2) Untuk mengetahui penanganan dan penerapan sanksi terhadap tindakan pembunuhan di luar proses hukum (unlawfull killing) yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang- undang (statuta approach) merupakan pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hukum tindakan pembunuhan di luar proses hukum (unlawfull killing) yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kaitannya dengan prinsip hak asasi manusia dapat ditinjau dari peraturan tentang hak asasi yang meliputi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Unlawfull killing hanya disebutkan dalam penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai pelanggaran HAM berat. (2) Sanksi yang dapat diterapkan terhadap aparat kepolisian yang melakukan unlawfull killing berupa sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dari pidana penjara maksimum 25 tahun hingga pidana penjara seumur hidup dan bahkan dapat diterapkan pidana mati. Sedangkan pidana tambahan dapat diterapkan melalui Perkapolri No. 8 Tahun 2009 jo. Perkapolri No. 4 Tahun 2020, yang meliputi pembebasan dari jabatan hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Polri.
Rekomendasi dalam penelitian ini bahwa : (1) Seharusnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat merevisi Peraturan PerUndang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia, mengingat adanya inkonsistensi yang dapat menimbulkan multitafsir serta peraturan tentang HAM tersebut sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan pelanggaran HAM saat ini. (2) Upaya penerapan sanksi terhadap pelaku unlawfull killing agar dapat di optimalkan oleh seluruh penegak hukum dan stakeholder terkait guna meminimalisir kejahatan unlawfull killing dilapangan.
Kata Kunci : Unlawfull Killing, Kepolisian, Hak Asasi Manusia.
ABSTRACT
MOH. IQRAM SHAH M. SALEH. H1117097. ANALYSIS OF UNLAWFUL KILLING PERFORMED BY POLICE OFFICERS REVIEWED FROM HUMAN RIGHTS
This study aims to find: (1) the legal regulation of acts of murder outside the legal process (unlawful killing) carried out by the police concerning the principles of human rights and (2) the handling and application of sanctions against acts of killing outside the legal process (unlawful killing) committed by the police. This study uses a normative legal research method with a legal approach and a conceptual approach. A statutory approach examines all laws and regulations related to the legal issues being handled. A conceptual approach is an approach that moves from the views and doctrines and develops in the science of law. The results of this study indicate that: (1) The legal regulation of unlawful killings carried out by the police concerning human rights principles can be viewed from the regulations on human rights of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights and Law No. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. The unlawful killing is only mentioned in the explanation of Article 104 Paragraph (1) of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights as gross human rights violations. (2) Sanctions that can be applied to police officers who commit unlawful killings are the basic criminal sanctions and the additional penalties. The primary crime is regulated in Law No. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court with maximum imprisonment of 25 years through life imprisonment, and even the death penalty can be applied. The additional penalties can be applied through the Regulation of the National Police Chief No. 8 of 2009 jo. Perkapolri No. 4 of 2020. The sanctions can be an impeachment from office to dishonorable discharge as a National Police Civil Servant. The recommendations in this study are: (1) The Government and the House of Representatives should be able to revise the Laws on Human Rights, given the inconsistencies that can lead to multiple interpretations and the regulations on human rights are no longer in line with the current development of human rights violations. (2) The efforts to handle and implement sanctions against perpetrators of unlawful killings must be optimized by law enforcers and relevant stakeholders to minimize unlawful killings in the field.
Keywords: unlawful killing, police, human rights
Motto
Optimisme merupakan kepercayaan yang menuju pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa adanya
harapan dan keyakinan. “Hellen Keller”
Ubahlah hidupmu dari hari ini. Jangan pernah bertaruh pada masa depan, kamu harus bertindak sekarang
tanpa menunda-nunda.” “Simone de Beauvior”
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BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Setiap Negara tentu mempunyai tujuan untuk melindungi segenap masyarakat yang ada dalam kekuasaanya baik dari kejahatan internal atau dari dunia eksternal, baik yang dapat merugikan individu maupun yang merugikan masyarakat secara umum. Demikian juga masyarakat menjadikan Negara sebagai pelindung dari hak-hak yang mereka miliki dan wajib dipenuhi, dijaga oleh negaranya1. Demi mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat, negara menciptakan suatu instrumen yang dianggap mampu dalam menjaga, memelihara dan melindungi hak asasi manusia. Instrumen tersebut digunakan sebagai prinsip dari suatu negara termasuk Indonesia dan dituangkan dalam konstitusi.
Dalam konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh negara termasuk menjaga, memelihara, memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia dimuat dan dijamin oleh instrumen hukum. Spirit negara dalam rangka menjalankan instrumen hukum dibarengi dengan pembentukan struktur hukum dalam hal ini lembaga penegak hukum. Salah satu lembaga penegak hukum yang dibentuk oleh negara adalah lembaga kepolisian.
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ANALISIS TERHADAP TINDAKAN PEMBUNUHAN DI LUAR PROSES HUKUM
(UINLAWFULL KILLING) YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DITINJAU
DARI HAK ASASI MANUSIA. Telah melakukan Penclitian di Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 21 Februari 2022
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1 Cecep Purnama Alam, 2019. Tinjauan Yuridis Teori Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Extra Judicial Killing: Studi Kasus Pembunuhan Terduga Teroris Siyono Oleh DENSUS 88, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) hlm 1
Kepolisian awal mula terbentuk pada zaman Kerajaan Majapahit yang dibentuk oleh Patih Gajah Mada dengan tujuan untuk memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap raja dan keluarga kerajaan. Pasukan tersebut diberi nama “Bhayangkara”2. Namun, sejak era Reformasi pergeseran tugas dan fungsi kepolisian yang awalnya hanya mempunyai tugas dan wewenang melindungi kerajaan/penguasa negara bergeser menjadi alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan negara dan warga negara. Hal tersebut didasarkan pada sumber hukum Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 yang mengatur tentang Peran, Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ketetapan MPR merupakan sumber hukum formil hukum kepolisian, karena mengatur lembaga kepolisian, serta tugas dan wewenangnya. Tak berselang lama, kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang POLRI yang mengatur tentang tugas, wewenang dan fungsi kepolisian disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan pemerintah3. Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 2 Tahun 2002, adalah “segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dari terminologi tersebut Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.
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2 Sadjijono Dan Bagus Teguh Santoso, 2017. Hukum Kepolisian: Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan, Jakarta: Laksbang Pressindo, hlm 1
3Ibid, hlm 10
Terkait fungsi kepolisian, Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan :
“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
Ketentuan terkait fungsi kepolisian memberikan penegasan bahwa kepolisian berfungsi memelihara keamanan, menjaga ketertiban dan melakukan penegakan hukum. Dalam rangka melakukan penegakan hukum, memberikan keamanan dan menjaga ketertiban, kepolisian sering dihadapkan pada situasi memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat, baik masyarakat dalam posisi sebagai korban kejahatan maupun masyarakat dalam posisi sebagai pelaku kejahatan. Jika mencermati berbagai persoalan yang bersumber dari tindakan kepolisian sebagai upaya dalam melakukan penegakan hukum, marak terjadi tindakan kepolisian yang mengakibatkan kematian terhadap masyarakat sebagai pelaku kejahatan tanpa melalui prosedur legalitas formil yang berlaku. Hal ini sering disebut sebagai pembunuhan di luar proses hukum oleh kepolisian atau Unlawfull Killing (Extrajudicial Killing).
Unlawfull Killing adalah tindakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan atas perintah pemerintah atau pihak berkuasa lain, dan pihak berwajib tidak berhasil untuk menginvestigasi secara mendalam ataupun menangkap siapa otak dari tindakan pembunuhan tersebut4. Dari konsepsi yang  telah diuraikan
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4 Amnesty International,“If You Are Poor You Are Killed”: Extrajudicial Executions In The Philippines  “War On Drugs”,  diterjemahkan oleh Haris  Dewana, www.amnestyusa.org,
terdapat tiga kriteria sehingga dapat disebut sebagai unlawfull killing. Pertama, bahwa tindakan pembunuhan di luar hukum tersebut dilakukan oleh aparat negara, kedua, tindakan pembunuhan di luar proses hukum didasarkan atas perintah pemerintah atau pihak yang berkuasa, ketiga, penegak hukum selalu mengalami kegagalan dalam mengupas tuntas siapa dalang dari tindakan pembunuhan tersebut. Mengenai kriteria pertama dari konsepsi unlawfull killing terkait dengan tindakan aparat negara disini adalah aparat negara yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan, seperti halnya kepolisian.
Sebagaimana data yang dirilis oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Jakarta sepanjang tahun 2018, 2019 dan 2020, menguraikan bahwa terdapat 241 kasus pembunuhan di luar proses hukum yang diduga melibatkan kepolisian dengan korban jiwa mencapai 305 orang. Rinciannya , di tahun 2018 ada 151 kasus dengan 182 korban jiwa. Pada tahun 2019, ada 21 kasus dengan 77 korban jiwa. Sementara di tahun 2020, YLBHI mencatat ada 44 kasus dengan 46 korban jiwa. Kasus pembunuhan di luar proses hukum paling banyak terkait dengan penanganan demonstrasi yang mencapai 48 persen5.
Total jumlah sebaran kasus dari tahun ke tahun menurut data YLBHI dimana 80 persen didominasi oleh kepolisian. Namun, proses penegakan hukum terhadap oknum polisi yang terlibat dalam dugaan kasus unlawfull killing/extra judicial killing saat ini dinilai belum maksimal. Menurut data YLBHI, lebih dari
5 Usut Dan Hentikan Praktik Brutalitas Dan Extra Judicial Killing Oleh Kepolisian,
diakses dari situs resmi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, www.ylbhi.or.id, Pada
80 persen kasus pembunuhan di luar proses hukum seakan senyap di tangan kepolisian. Senyap dalam arti proses penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka yang berbelit-belit, prosesnya yang hingga lebih dari 10 tahun tidak ada kejelasan dan tak kunjung sampai ke pengadilan untuk di adili. Disisi lain, YLBHI mencatat hanya 9 persen vonis hakim atas beberapa kasus saja, dan yang berhasil ditetapkan sebagai tersangka hanya 10 persen saja. Itupun membutuhkan waktu bertahun-tahun dalam menetapkan tersangka6.
Salah satu kasus yang hangat diperbincangkan saat ini adalah enam laskar Forum Pembela Islam (FPI) ditembak mati polisi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020. Kejadian berawal saat polisi sedang melakukan penyelidikan kasus kerumunan di kediaman Imam Besar FPI Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi sebelumnya mendapat informasi soal akan adanya kerumunan di Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan Rizieq Shihab hari itu. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan dan membuntuti kendaraan salah satu anggota FPI. Kemudian, kendaraan petugas diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, sehingga, terjadilah penembakan. Pada 8 Januari 2021, Komnas HAM melaporkan perkembangan hasil penyelidikan terhadap kematian 6 laskar ini. Menurut anggota Komnas HAM penembakan enam laskar merupakan unlawful killing sebab dilakukan tanpa upaya menghindari jatuhnya korban oleh aparat kepolisian7.
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Melihat kasus tersebut, penggunaan dengan senjata api oleh kepolisian seharusnya hanya merupakan upaya terakhir yang sifatnya untuk melumpuhkan dan hanya dapat dilakukan oleh anggota Polri ketika ia tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut atau ketika anggota Polri tersebut sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian :
“Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan atas tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain”.
Selanjutnya ketentuan di atas lebih tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menyebutkan :
“Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau
masyarakat;
b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku
kejahatan atau tersangka tersebut:
c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat”.
Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menyebutkan :
“Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka”.
Lahirnya pengaturan terhadap tindakan kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tentunya didasarkan pada penghormatan hak-hak asasi warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :
“Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari- hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya: (a). menghormati martabat dan HAM setiap orang; (b). bertindak secara adil dan tidak diskriminatif; (c). berperilaku sopan; (d). menghormati norma agama, etika, dan susila; dan (e). menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM”.
Pembunuhan di luar proses hukum masih terus terjadi, bahkan menunjukkan kecenderungan motif yang meluas pada pembatasan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi. Bukan hanya itu, kasus-kasus unlawfull
killing/extra judicial killing yang terjadi berulang kali juga didorong lantaran tidak adanya penegakan hukum yang efektif dan adil bagi korban. Ditambah dengan tingginya hambatan bagi korban dalam mencari keadilan tidak diiringi oleh dukungan dari lembaga-lembaga pengawas eksternal yang kuat dan mudah diakses. Hal ini menunjukkan Indonesia masih mengalami krisis dalam perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia.
Unlawfull killing yang dilakukan oleh kepolisian adalah pelanggaran HAM Berat. Hal tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan :
“Yang dimaksud dengan”pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination)”.
Sudah seharusnya baik pelaku dan siapa otak dibalik kasus pembunuhan di luar hukum (unlawfull killing) harus di usut tuntas dengan tempo waktu yang cepat, karena perbuatan tersebut selain pengabaian terhadap Hak Asasi Manusia tetapi juga pengabaian terhadap asas praduga tak bersalah (presemption of innocence). Lemahnya instrumen hukum yang mengatur tindakan kepolisian serta tidak adanya tim independen dalam melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap tindakan kepolisian serta melakukan penyelidikan atas kasus-kasus unlawfull killing secara transparan. Dari permasalahan yang telah diuraikan calon
peneliti tertarik untuk mengkaji isu hukum dengan judul “Analisis Terhadap Tindakan Pembunuhan Di Luar Proses Hukum (Unlawfull Killing) Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia”
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindakan pembunuhan di luar proses hukum (unlawfull killing) yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kaitannya dengan prinsip Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tindakan pembunuhan di luar proses hukum (unlawfull killing) yang dilakukan oleh aparat kepolisian ?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindakan pembunuhan di luar proses hukum (unlawfull killing) yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kaitannya dengan prinsip Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindakan pembunuhan di luar proses hukum (unlawfull killing) yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :
Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan bermanfaat sebagai tambahan literatur hukum pidana dibidang Hak Asasi Manusia khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan di luar proses hukum (unlawfull killing).
Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan hukum bagi penegak hukum khususnya lembaga kepolisian dalam menjalankan profesinya dalam rangka penegakan hukum, serta diharapkan sebagai acuan dalam mengambil tindakan penanggulangan kejahatan di dalam masyarakat. Tujuannya agar dapat mengontrol tindakan kesewenang-wenangan kepolisian dalam menjalankan profesinya. Di satu sisi, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan penegak hukum dalam penerapan sanksi terhadap pelaku yang terlibat unlawfull killing atau extra juducial killing secara berkeadilan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting8.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari
warga negaranya tersebut.

8 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Secara Umum, www.terminologiHam.com, diakses tanggal 16 April 2021, Pukul 09:35 Wita
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Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya9.
Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak asasi manusia  memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut10:
a) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
b) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak,
apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
c) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.

9 A. Masyhur Effendi, 2015. Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Bogor: Ghalia Utama, hlm 8.
d) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya.
Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.
Macam-Macam Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu11:
a) Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut: Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
b) Hak-hak asasi ekonomi atau property rights yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut: hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
c) Hak-hak asasi politik atau political rights yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut: hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
d) Hak-hak asasi untuk mandapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut: hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak
untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
e) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut: hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan
bakat dan minat.
f) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut: hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan,
penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.
Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.
Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia, yaitu sebagai berikut12:
1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia
pribadi dimana saja ia berada.
3) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan
dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
5) Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas
perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan
undang-
undang.
6) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan
penghilangan nyawa.
7) Setiap
orang
tidak
boleh
ditangkap,
ditekan,
disiksa,
dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
8) Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang
damai,
aman,
dan
tenteram,
yang
menghormati,
melindungi
dan melaksanakan
sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar
manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)
Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (universality), tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent), saling terkait (interrelated)13. Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (equality) dan non-diskriminasi (non- discrimination)14. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent) dan saling terkait (interrelated) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (universality).
Penjelasan sederhana atas beberapa prinsip tersebut adalah:

13 Soetandyo Wignjosoebroto, 2003. Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dalam Keberagaman: Visi untuk Abad-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation, hlm 45-46
14 Rhona K.M Smith, et. al., 2018. Hukum Hak Asasi Manusia, Cet-Pertama, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, hlm. 39-40
A. Prinsip Universal (universality)
Prinsip ini mengatakan bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, agamannya apapun, warga Negara manapun, berbahasa apapun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apapun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama. Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi ̳semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (all human rights are universal, indivisibile, interdependent and interrelated)15.
B. Prinsip Tak Terbagi
Prinsip ini dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya‖. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai analogi, seseorang tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak-hak social dan budaya16.
C. Prinsip Saling Bergantung

15 Hari Kurniawan, et., al., 2015. Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas,
Cet-Pertama, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, hlm. 21
Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan17.
D. Prinsip Saling Terkait
Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Apabila satu mata rantai putus, maka hak-hak yang lain akan terlanggar. Prinsip saling terkait mempunyai dua unsur, yaitu saling membutuhkan (interdependence)
dan saling terhubung (interrelatedness)18.
E. Prinsip Kesetaraan
Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan,
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17 Ibid, hlm 22
kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia19.
F. Prinsip Non-Diskriminasi
Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti ketidaksetaraan di hadapan hukum (inequality befor the law), ketidaksetaraan perlakukan (inequality of treatment), ketidaksetaraan kesempatan pendidikan (inequality of education opportunity) dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai „ a situation is discriminatory of inequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama). Prinsip non-diskriminasi (non-discrimination) kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu (a) diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya, sedangkan (b) diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi20.
G. Tanggungjawab Negara (state responsibility)
Prinsip ini dimaknai bahwa aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparatusnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi
19 Rhona K.M Smith, et. al., Op. cit., hlm 41
manusia internasional maupun peraturan domestik. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas mengatakan bahwa : “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang- undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak- hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari–hari atau dalam pelaksanaan pembangunan21.
Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di Indonesia pelaksaannya upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain22:

21 Bagir Manan dkk., 2016. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bandung: PT. Alumni, hlm 140-152.
1) Kepolisian
2) Kejaksaan
3) Komnas HAM
4) Pengadilan HAM di Indonesia
5) Lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI)
6) Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
7) Komnas anak
UU 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. UU No.39 tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tersebut kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM23.
Nilai-nilai HAM selalu tercermin dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan
norma-norma lain dari hukum internasional. Negara mempunyai kewajiban untuk

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban menghormati (to respect) berarti bahwa negara harus menahan diri (refrain) dari intervensi terhadap hak-hak yang dijamin, atau menahan diri untuk membatasi pelaksanaan hak dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan24.
Kewajiban untuk menjamin (to ensure) adalah kewajiban yang bersifat positif (positive duty) yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi (to protect) dan kewajiban untuk memenuhi (to fullfill). Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara (private interfrance). dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah- langkah yang perlu, misalnya melakukan pencegahan atas tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak, atau melakukan penghukuman pada para pelanggaran. Jika negara tidak melakukan kewajibannya maka negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak (asasi manusia) yang dijamin dalam hukum internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya (commision), atau melakukan pembiaran (ommission)25.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
Dalam UU No.39 tahun 1999, pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja

24 Ibid, hlm 144
maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku26.
Tinjauan Tentang Kepolisian
Pengertian Kepolisian
Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat27. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban28.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-

26 Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut sebagai UU HAM.
27 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 111
undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan ungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:
1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri.
2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota- kota merupakan negara- negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin
banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja29. Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah lapolice (Perancis), politeia (Belanda), police (Inggris), polzei (Jerman) dan Polisi (Indonesia)30.
Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum31. Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang- Undang Pertahanan dan Keamanan.
Tugas Pokok Kepolisian
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

29 Warsito Hadi Utomo, 2015, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka,
hlm 5
30 Ibid, hlm 9
31 Aditya Nagara, 2010, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, hlm
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Dengan demikian tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan usaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbatas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.
Jika kata ketertiban diberi makna terpisah dari kata keamanan, akan mengandung arti Suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak ada penyimpangan berarti tertib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban ini adalah cerminan adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidupnya32. Disisi lain menurut Aburrahman bahwa hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat. Tertib masyarakat yang didalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.33
Tugas-tugas di bidang Represif kepolisian adalah mengadakan penyelidikan atau kejahatan dan pelanggaran Menurut ketentuan dalam undang- undang. Tugas refresif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau
penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian, sebagaimana

32 Soedjono Dirdjosisworo, 2014. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-8, Hlm 131-132
33 Aburrahman, 2016, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Media Sarana Press, Hlm. 79
dikatakan oleh Harsja W. Bachtiar dalam Sadjijono dan Teguh Santoso, bahwa petugas petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.34
Tugas preventif dan Represif tersebut pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, Oleh karena itu pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah pada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di sisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional. Dengan demikian tugas- tugas kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat, walaupun pada kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat dari pola-pola penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan oleh tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas, selain kepolisian sebagai alat negara penegak hukum yang menjalankan tugas represif kepolisian, terutama bidang teknologi komunikasi dan informasi.
Tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas, selain kepolisian sebagai alat penegak hukum yang menjalankan tugas represif yustisiil laksanakan tugas yang memberikan Pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat titik kondisi demikianlah menjadi ciri khas pekerjaan kepolisian, di satu sisi harus memelihara ketertiban di sisi lain harus diharuskan memeliharanya dengan jalan
34 Sadjijono dan Teguh Santoso, Op.cit, Hlm. 148
hukum. Sehingga kondisi seperti tersebut polisi akan mudah menjadi cercaan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahatdjo yang dikutip oleh Achmat Ali, bahwa " aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu di satu pihak untuk mencapai ketertiban (order) dan di pihak lain untuk melaksanakan hukum (law). Ini tampak pada tugas kepolisian boneka berbeda yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat”.35
Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri terdiri dari:
a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Oma kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e) Memelihara ketertiban dan keamanan umum;
f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa;
g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

35 Achmad Ali, 2018. Menguak Tabir Hukum, Cetakan Ke-10, Jakarta: Pustaka Prima, Hlm. 139
h) 
Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
i) Melindungi keselamatan jiwa ragaku amat harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan garing atau bencana termasuk memberikan Bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;.
j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan garing atau pihak yang berwenang.
k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Wewenang Kepolisian
Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri maka asas legalitas menjadi Prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian, karena undang- undang yang memberi legitimasi atas kewenangan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum pelindung pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Berdasarkan prinsip legalitas tersebut dengan demikian wewenang kepolisian bersumber dari peraturan perundang-undangan.
Di dalam pembahasan wewenang kepolisian ini hanya difokuskan pada wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif maksudnya wewenang yang diperoleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif tersebut meliputi wewenang umum dan wewenang
khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri meliputi:
a) Menerima laporan dan/ atau pengaduan;
b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e) Mengeluarkan
peraturan
kepolisian
dalam
lingkup
kewenangan administratif Kepolisian;
f) Melaksanakan
pemeriksaan
khusus
sebagai
bagian
dari
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i) Mencari keterangan dan barang bukti;
j) Menyelenggarakan Pusat Informasi kriminal nasional;
k) Mengeluarkan surat izin dan garing atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan tema kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian, antara lain meliputi, pertama: kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan Pasal 15 ayat (2) dan kedua: wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
1. Wewenang sesuai peraturan perundang-undangan:
a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c) Memberikan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor;
d) Menerima Pemberitahuan tentang kegiatan politik ;
e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api Homa bahan peledak dan senjata tajam;
f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g) Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan Swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
h) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan instansi terkait;
j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
k) Melaksanakan kewenangan lain dalam b lingkup tugas kepolisian.
2. Wewenang di bidang proses pidana:
a) Melakukan penangkapan penahanan penggeledahan dan penyitaan;
b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e) Melakukan pemeriksaan pemeriksaan surat surat;
f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h) mengadakan penghentian penyidikan;
i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k) Memberi petunjuk dan bantuan pendidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan
l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Selain kewenangan kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, wewenang Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang wewenang kepolisian selaku penyelidik dirumuskan dalam Pasal 5, di mana karena kewajibannya penyelidik berwenang:
a) Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b) Mencari keterangan dan barang bukti;
c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Kemudian penyelidikan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan
berupa:
a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
Atas tindakan penyelidikan tersebut maka penyelidik harus membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakannya kepada penyidik. Di sisi lain kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP di mana karena kewajibannya mempunyai wewenang:
a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan penahanan penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Memanggil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil orang Untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Kewenangan dalam melakukan tindakan lain dan hukum yang bertanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf 1 dapat dilaksanakan oleh penyelidik atau penyidik, dengan syarat:
a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d) Perkembangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e) Menghormati hak asasi manusia.
Sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan:
a. Keadaan yang sangat perlu;
b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan;
c. Tidak bertentangan dengan kode etik profesi Kepolisian.
Yang juga harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Tugas dan wewenang Sebagaimana telah diuraikan diatas dilaksanakan tetap berdasarkan pada norma hukum dan
mengindahkan norma agama norma kesopanan dan kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengutamakan tindakan pencegahan. Di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) , dan Kapolri bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian serta penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Berkaitan dengan pimpinan kepolisian diatur secara berjenjang dari tingkat pimpinan pusat sampai dengan tingkat pertanggungjawabkan secara hierarki. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri mengatur secara tegas bahwa kekuasaan kepolisian dipertanggungjawabkan kepada Presiden hal ini besar kemungkinan pada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan atau kedudukan Kepolisian Negara yang berada langsung di bawah presiden.
Tugas dan wewenang kepolisian Sebagaimana telah diuraikan adalah tugas dan wewenang kepolisian secara umum artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau represif perumusan tugas dan wewenang dimaksud didasarkan pada tipe kepolisian yang tiap tiap negara berbeda-beda ada tipe kepolisian yang ditarik dari kondisi sosial yang menempatkan polisi sebagai petugas yang bersama-sama dengan rakyat dan polisi yang hanya menjaga status quo dan menjalankan hukum saja.
Menurut Satjipto Rahardjo, tipe polisi yang pertama yang berada bersama- sama dengan pelayan tersebut disebut polisi yang "protagonis" dan tipe kedua
yakni kepolisian sekedar menjaga status quo dan yang tahu menjalankan hukum saja disebut polisi "antagonis".36 Ada pula yang mendekatkan pada kebutuhan, yakni diperlukannya organ polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibnas). Konsep-konsep Nas ini sebenarnya jauh lebih tua daripada pengorganisasian dan pembentukan lembaga kepolisian, karena Kamtibmas ini untuk menciptakan kontrol sosial resmi di lingkungan masyarakat besar atau kecil. Sehingga polisi diterima secara bulat sebagai penjamin ketertiban masyarakat, atau cenderung dijadikan acuan sebagai penegak hukum dan ketertiban.37
Mencermati apa yang dikatakan oleh Satjipto Raharjo, tipe polisi di Indonesia berada pada kedua-duanya, yakni protagonis maupun antagonis , dalam arti bahwa polisi Indonesia di satu sisi berada di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan, di sisi lain harus menegakkan hukum dan menjaga pemerintahan negara.
Pendapat lain menurut Egon Bittner sebagaimana dikutip oleh Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, bahwa fungsi utama polisi adalah untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang agar berbuat lebih baik sekarang. Polisi turun tangan dan menenangkan suasana yang

36 Satjipto Rahardjo, 1998. Membangun Polisi Indonesia baru: Polri Dalam Era Pasca- ABRI, Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia III, Yang Diselenggarakan Oleh Pusat Studi Kepalisian Fakultas Hukum UNDIP, Semarang Tanggal 22-23 Oktober, Hlm. 5
37 Robert R. Friedmann, Community Policing Comperative Perspectives And Propects, diterjemahkan oleh Koenarto dkk, 2018, Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perbandingan Perspektif dan Prospeknya, Jakarta: Cipta Manunggal, Hlm1
potensial atau terus-menerus menimbulkan konflik”38. Jadi fungsi polisi di sini sangat luas sekali, tidak terbatas pada hal-hal kejahatan saja yang telah muncul menjadi ancaman faktual, akan tetapi hal-hal yang masih di bawah permukaan yang berupa faktor kolerasi kriminogen sudah memerlukan adanya tindakan kepolisian.
Tinjauan Tentang Unlawfull Killing (Extrajuducial Killing)
Pengertian Unlawfull Killing (Extrajuducial Killing)
Pembunuhan diluar Putusan Pengadilan (Unlawfull Killing) yang selanjutnya di sebut Ekstra-Judicial Killing adalah pembunuhan terhadap seseorang yang dilakukan oleh otoritas pemerintah tanpa sanksi dari proses peradilan atau proses hukum (Exstra Judicial Killing is the killing of a person by goverment athorities without the sanction of any judicial proceeding or any legal process)39. Selain itu ada yang mengatakan bahwa Extrajudicial Killing adalah saudara kembar dari penyiksaan atau lebih baik masih berjalan seiring dengan penyiksaan seperti biasanya yang dianggap pelaku terbunuh dalam bentuk paling brutal40.
Menurut Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, tindakan Extrajudicial Killing sendiri selalu dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menghukum lewat proses hukum tetapi tidak
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38 Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, Op.cit, Hlm. 162
39 Extra Judicial Punisment, www.lawteacher.net, diakses Tanggal 18 April 2021, Pukul
40 Nasir Maruf Adeniyi, 2015. Extra Judicial Killings: A Reflection of Failing in Criminal
Justice System, Penerjemah Sudarso, New York: NY Press, hlm 138
dilakukan41. Ekstra-judicial killing pada dasarnya melanggar hukum, karena melanggar proses yurisdiksi hukum di mana perbuatan terjadi. Ekstra judicial Killing sering menargetkan politisi terkemuka, tokoh Agama, pemimpin serikat pekerja dan kadang-kadang tokoh populer sosial. Ekstra judicial killing dilakukan oleh pemerintah negara atau otoritas negara lainnya seperti angkatan bersenjata dan polisi. Meskipun tidak ada definisi hukum tentang pembunuhan di luar proses hukum, jika kematian disebabkan oleh seorang petugas penegak hukum tanpa mengikuti aturan hukum atau proses peradilan yang wajar, itu dapat dianggap sebagai pembunuhan di luar hukum42.
Unsur-Unsur Unlawfull Killing (Extrajudicial Killing)
Extrajudicial Killing dianggap sebagai “pelanggaran hak asasi manusia yang berat”43. Tindakan Extrajudicial Killing sendiri memiliki ciri yaitu44:
1) Melakukan tindakan yang menimbulkan kematian;
2) Dilakukan tanpa proses hukum yang sah;
3) Pelakunya adalah aparat negara;
4) Tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah Undang-Undang45.
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Killing, www.hukumonline.com, diakses tanggal 18 april 2021, Pukul 21:13 Wita
42 Extra Judicial Punisment, www.lawteacher.net, diakses Tanggal 18 April 2021, Pukul
21:15
43 Penjelasan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.
44 Tashya Khamista Ramadhani, 2019. Extra Judicial Killing Dikaitkan Dengan Tindakan Kepolisian Indonesia, Bandung: Universitas Khatolik Parahyangan, hlm 3
Dapat dipahami bahwa unsur dari pembunuhan diluar putusan pengadilan ada dua; yakni46:
a) Di luar kewenangan pengadilan
b) Di luar proses peradilan biasa.
Jika ada pembunuhan yang terjadi oleh batalion penegak hukum negara di luar wewenang pengadilan akan dikenal sebagai pembunuhan di luar hukum. Sedangkan pembunuhan diluar proses hukum merupakan tindakan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh otoritas aparat negara yang tidak melalui proses hukum formil di peradilan. Ini adalah pelanggaran dalam negara demokrasi juga. Penyebab Demokrasi didasarkan pada hak manusia. Dan dengan demikian juga didasarkan pada peraturan dan ketentuan. Pengadilan umum memiliki wewenang untuk memberikan perintah pada eksekusi dan ini adalah tertinggi di negara tersebut47.

45 Mahrus Ali, 2012. Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik, Jakarta: Gramata Publishing, hlm 71-72.
46 Extra Judicial Punisment, www.lawteacher.net, diakses Tanggal 18 April 2021, Pukul
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47 Extra Judicial Punisment, www.lawteacher.net, diakses Tanggal 18 April 2021, Pukul
Kerangka Pikir


Pengaturan Unlawfull Killing Dalam Kaitanya Dengan Hak Asasi Manusia :
· Pengaturan dalam Undang-Undang HAM dan Pengadilan HAM
· Pengaturan dalam Peraturan KAPOLRI


Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku
Unlawfull Killing :
· Penerapan sanksi pidana pokok
· Penerapan sanksi Pidana Tambahan
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Definisi Operasional
Definisi Operasional adalah menjelaskan secara singkat tentang variable yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini mencakup :
1. Unlawfull Killing adalah tindakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan atas perintah pemerintah atau pihak berkuasa lain, dan pihak berwajib tidak berhasil untuk menginvestigasi secara mendalam ataupun menangkap siapa otak dari tindakan pembunuhan tersebut.
2. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.
3. Hak Asasi Manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya.
4. Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, yang bersifat imperatif yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.
5. Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.
BAB III METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori- teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka48.
Objek Penelitian
Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah terkait Tindakan Pembunuhan Di Luar Hukum (Unlawfull Killing) Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia.
Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu Pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang (statue approach) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani49. Sedangkan pendekatan konseptual

48 Haydar Ali, 2017. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 35
49 Peter Mahmud Marzuki, 2014. Penelitian Hukum, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 93
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pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum50.
Jenis Dan Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum51. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder52. Dalam bahan hukum sekunder terbagi atas tiga sumber bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
1) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:
a) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
b) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
c) Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
d) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

50 Ibid, hlm 95
51 Ibid, hlm 41
52 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cetakan 16, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 24
2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang unlawfull killing, kepolisian dan hak asasi manusia yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.
3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain- lain53.
Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku- buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.
Tekhnik Analisis Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah Content Analysis. Sebagaimana telah dipaparkan
sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. Content analysis menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya54.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Tindakan Pembunuhan Di Luar Proses Hukum (Unlawfull Killing) Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Hak Asasi Manusia.
Ungkapan extrajudicial killing beberapa waktu lalu mengemuka di berbagai platform media. Maksudnya ialah merupakan suatu tindakan dengan bentuk apapun, yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum55. Menilik dari Jurnal Supremasi Hukum karya Zainal Muhtar, terdapat beberapa ciri penting extrajudicial killing, yakni melakukan tindakan yang menimbulkan kematian, dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah, pelakunya adalah aparat negara, tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang- undang56.
Tindakan pembunuhan di luar proses hukum (unlawfull killing) merupakan perbuatan penegakan hukum yang sudah melampaui batas kaidah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) institusi penegak hukum. Aktor penegak hukum yang mendominasi tindakan pembunuhan di luar hukum itu sendiri tidak

55 Rama Fatahillah Yuliyanto, Meneropong Extrajudicial Killing, www.mediaindonesia. Di akses Pada Tanggal 02 Januari 2022, Pukul 14:44 Wita
56 Zainal Muhtar, Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2014. hlm 126
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lain adalah kepolisian sebagaimana data yang dirilis oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta. YLBHI Jakarta mengungkapkan dalam sebuah media dimana terdapat 80% (persen) kasus pembunuhan di luar proses hukum atau unlawfull killing dilakukan oleh kepolisian. Akan tetapi, lebih lanjut YLBHI Jakarta mengungkapkan 80% (persen) kasus unlawfull killing tersebut seakan senyap di tangan kepolisian. Senyap dalam arti proses penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka yang berbelit-belit, prosesnya yang hingga lebih dari 10 tahun tidak ada kejelasan dan tak kunjung sampai ke pengadilan untuk di adili57.
Praktik unlawfull killing yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah kasus penembakan terhadap 6 (enam) orang laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020. Pada tanggal 14 Januari 2021, Komnas HAM RI bertemu Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Secara khusus, Komnas HAM RI menyerahkan dan membahas laporan penyelidikan Komnas HAM RI terkait peristiwa kematian 6 Laskar FPI di Karawang, Jawa Barat. Adapun hasil penyelidikan yang tertuang dalam laporan tersebut meliputi penyelidikan fisik dan sidik jari pada mobil yang digunakan oleh Laskar FPI dan polisi, uji balistik senjata api, dan autopsi jenazah Laskar FPI. Dari seluruh investigasi selama hampir satu bulan didukung dengan data, fakta, bukti, dan temuan para ahli, Komnas HAM menyimpulkan ada indikasi unlawful killing (pembunuhan di luar proses hukum) terhadap empat

57 Usut Dan Hentikan Praktik Brutalitas Dan Extra Judicial Killing Oleh Kepolisian, diakses dari situs resmi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, www.ylbhi.or.id, Pada Tanggal 17 April 2021, Pukul 14:45 Wita.
orang. Komnas HAM RI tidak menemukan indikasi pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya unsur “sistematis” dan “meluas” dalam kasus FPI58.
Disisi lain, Badan Reserse Kriminal Polri telah melimpahkan berkas perkara tahap I kasus unlawful killing atau penembakan laskar FPI ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 26 April 202159. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2021 berkas para tersangka tersebut telah dinyatakan lengkap oleh jaksa, yang selanjutnya Polisi melakukan pelimpahkan tahap II berkas kasus penembakan 4 laskar FPI atau unlawful killing ke Tim Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Para tersangka akan segera disidangkan60.
Pada bulan Oktober tahun 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus penembakan laskar FPI (organisasi sudah dibubarkan) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek atau disebut "unlawfull killing", sidang dilaksanakan secara langsung atau "offline" dihadiri dua terdakwa. Sidang dimulai pukul 10.30 WIB dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa dakwaannya menyatakan, bahwa perbuatan Fikri (terdakwa) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 Ayat (3)

58 Komnas HAM Serahkan Hasil Penyelidikan Kematian 6 Laskar FPI ke Presiden Joko Widodo, diakses dari situs resmi Komnas Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) www.komnasham.go.id, pada tanggal 8 Januari 2022, Pukul 13:20 Wita
59 Mabes Polri Limpahkan Berkas Kasus Unlawful Killing Laskar FPI ke Jaksa, www.nasional.tempo.co, di akses pada tanggal 8 Januari 2022, Pukul 13:51 Wita
60 Tersangka Penembak Laskar FPI Dilimpahkan ke Kejari Jaktim. www.news.detik.com, di akses pada tanggal 8 Januari 2022, Pukul 14:15 Wita
KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam surat dakwaan, jaksa menjelaskan peran Briptu Fikri bersama dua terdakwa lainnya, yakni Ipda M Yusmi Chorella dan Ipda Elwira Priadi Z (Almarhum). Briptu Fikri disebut termasuk ke dalam salah satu orang yang menyebabkan tewasnya empat laskar FPI. Empat laskar FPI tersebut ditembak di mobil Daihatsu Xenia warna silver bernopol B-1519-UTI yang terjadi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 202061.
Kasus di atas sangat menarik apabila ditarik dalam perspektif konsep unlawfull killing/extrajudicial killing. Konsep unlawfull killing telah memberikan batasan terkait suatu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindakan pembunuhan di luar proses hukum. Pada penjelasan sebelumnya secara konseptual, Unlawfull Killing atau Extrajudicial Killing diartikan sebagai tindakan-tindakan, apapun bentuknya, yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara. Berdasarkan pengertian sederhana tersebut terdapat beberapa ciri penting extrajudicial killing, yaitu (1) melakukan tindakan yang menimbulkan kematian;
(2) dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah; (3) pelakunya adalah aparat negara; (4) tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang62.
Ciri yang pertama, bahwa perbuatan atau tindakan tersebut menimbulkan atau mengakibatkan kematian. Berdasarkan fakta, telah terjadi kematian 6 Laskar FPI yang disebabkan oleh adanya saling serang-menyerang dalam tembakan
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antara laskar FPI dengan polisi pada 7 Desember 2020. Aksi saling tembak terjadi sejak Hotel Swiss-Bellin Karawang sampai Pintu Masuk Tol Karawang Barat Km
49. Sebelumnya, pihak laskar FPI yang mengawal Rizieq Syihab menyadari ada kendaraan yang mengintervensi dengan memaksa masuk rombongan mobil. Untuk mengalihkan manuver polisi, 2 dari 6 mobil yang mengiringi Rizieq menghalau pergerakan mobil polisi. Sementara 4 mobil terus melaju63.
Dua mobil yang menghalau manuver polisi telah jauh dari jarak mobil polisi. Namun dua mobil tersebut justru menunggu mobil polisi yang sempat bermanuver. Dalam peristiwa tersebut telah terjadi kejar mengejar, saling serempet dan seruduk, serta berujung saling serang dan kontak tembak antara mobil Laskar Khusus FPI dengan mobil petugas, terutama sepanjang jalan Internasional Karawang Barat, diduga hingga sampai KM 49 dan berakhir di KM 50 Tol Jakarta Cikampek64.
Jika ditarik dalam konteks hukum pidana, penulis berpandangan bahwa perbuatan yang mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tidak disengaja, dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hilangnya nyawa ini termasuk jenis tindak kejahatan yang sangat berat karena akibat perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa yang diambil secara paksa. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perilaku menyimpang. Dalam
63 Komnas HAM Simpulkan Ada Saling Tembak Antara FPI dan Polisi di Pintu Tol Karawang, www.merdeka.com, di akses pada tanggal 9 Januari 2022, Pukul 09:45 Wita
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konsep unlawfull killing juga tidak memberikan penegasan terkait pemisahan unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan dalam hilangnya nyawa seseorang. Yang ditegaskan adalah ketika terjadi kematian dan pelakunya adalah aktor atau aparat negara maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan pembunuhan di luar proses hukum.
Ciri yang kedua, Perbuatan tersebut dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah. Mekanisme peradilan pidana dilakukan melalui beberapa tahapan atau proses. Setiap sistem peradilan pidana mungkin sama atau berbeda dalam hal mengatur tahap-tahapan atau proses peradilan pidana. Namun demikian, secara garis besar tahapan tersebut setidaknya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :
1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (pre-adjudication atau pre- trial processes);
2. Tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan (adjudication atau trial processes);
3. Tahapan sesudah sidang pengadilan selesai (post-adjudication atau post-trial processes)
Tahapan proses peradilan pidana ini berlaku untuk seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan 6 laskar FPI. Sehingga tindakan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus ini merupakan tindakan yang dilakukan diluar proses hukum yang sah.
Ciri yang ketiga, bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh aparat negara atau aparat penegak hukum. Kaitan antara terdakwa yang berprofesi sebagai kepolisian dengan kepolisian dalam kaitannya dengan aparatur negara, maka penulis perlu melihat bagaimana kedudukan kepolisian itu sendiri dalam ketatanegaraan. Berdasarkan rumusan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana dalam undang-undang kepolisian.
Salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikaitkan dengan rumusan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas pokok kepolisian, sehingga fungsi kepolisian juga sebagai tugas pokok kepolisian. Dengan demikian, tugas pokok kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Istilah pemerintahan disini mengandung arti sebagai organ/badan/alat perlengkapan negara yang diserahi pemerintahan, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum (public servant), sehingga fungsi pemerintahan adalah fungsi dari lembaga pemerintah yang
dijalankan untuk mendukung tujuan negara, karena pemerintah dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem ketatanegaraan65.
Berdasarkan penjelasan diatas, kepolisian termasuk aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh lembaga eksekutif, khusus untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum. Maka peristiwa atau kasus penembakan terhadap 6 laskar FPI yang menyebabkan kematian sebagaimana telah penulis uraikan adalah termasuk tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian.
Ciri yang keempat ialah, bahwa tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. Sehingga tidak ada alasan pembenar atauun alasan pemaaf terhadap tindakan pembunuhan yang dialkukan oleh aparat tersebut. Suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku apabila terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf terhadap perbuatan tersebut.
Untuk menentukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap 6 laskar FPI tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang, maka bagi penulis perlu kiranya Komnas HAM dan Penyidik POLRI serta Kejaksaan harus jeli dalam menilai adanya keadaan memaksa atau pembelaan terpaksa yang dapat menjadi alasan pembenar atau alasan pemaaf kasus ini, mengingat dilihat dari konteksnya dan
fakta lapangan bahwa terdapat upaya penyerangan yang dilakukan oleh pihak
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Laskar FPI terhadap kepolisian. Penilaian pembelaan terpaksa itu hanya bisa dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan dengan memperhatikan asas subsidiaritas, apabila seseorang yang diserang atau diancam masih bisa menghindar atau melarikan diri, maka tidak boleh polisi memaksakan diri untuk melakukan penembakan dengan dalih pembelaan terpaksa.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa oknum Polisi Fikri Ramadhan diduga telah menganiaya empat anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) hingga tewas. Adapun Fikri semula berencana membawa keempat Laskar FPI itu ke Polda Metro Jaya itu, sempat dicekik dan dijambak di tengah perjalanan oleh keempat anggota Laskar FPI tersebut. Jaksa mengatakan keempat anggota Laskar FPI itu tidak sempat diikat atau diborgol kedua tangannya oleh terdakwa, sehingga mereka melakukan perlawanan ketika ada di dalam mobil. Di tengah perlawanan tersebut, keempat Laskar FPI itu sempat berupaya merebut senjata api milik terdakwa. Namun gagal, karena almarhum IPDA Elwira Priadi Z telah menembak dua orang anggota Laskar FPI di dalam mobil atas petunjuk dari IPDA Mohammad Yusmin Ohorella yang pada saat itu bertugas menyetir mobil.
Dua anggota Laskar FPI yang ditembak mati yaitu Lutfil Hakim yang ditembak sebanyak empat kali di badannya dan Akhmad Sofiyan yang ditembak dua kali di badannya. Setelah dua orang Laskar FPI yang bernama Lutfil Hakim dan Akhmad Sofiyan tewas di dalam mobil, situasi chaos sempat berhenti dan kondusif. Lalu, terdakwa yang sudah terbebas dari cekikan dan jambakan anggota Laskar FPI itu, dari jarak dekat menembak dua orang sisa anggota Laskar FPI yang masih hidup dari jarak dekat. Keduanya adalah M. Reza yang ditembak
sebanyak dua kali dan Muhammad Suci Khadavi Poetra yang ditembak sebanyak tiga kali, lalu kedua orang itu pun tewas di tempat.
Dari uraian fakta persidangan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdapat ketidakseimbangan antara terdakwa dan korban, dimana terdakwa memiliki senjata api dan korban tidak memiliki senjata api. Adapun perlawanan yang dilakukan korban di dalam mobil disebabkan terdakwa tidak melakukan pemborgolan terhadap korban yang seharusnya berdasarkan SOP institusi bahwa siapapun yang melakukan kejahatan harus sedapat mungkin diamankan termasuk pemborgolan agar tidak terjadi atau tidak terulang kembali suatu kejahatan. Disisi lain adanya perebutan senjata dari korban akan tetapi pihak terdakwa IPDA Elwira (almarhum) melepaskan tembakan ke arah 2 orang laskar FPI yang menjadi korban, disini terlihat bahwa penyerangan yang dilakukan korban pada dasarnya masih bisa dihindari namun terdakwa terlanjur melepaskan tembakan. Kemudian, disatu sisi keadaan mulai kondusif dan terkendali, namun terdakwa Fikri Ramadhan dengan sengaja melepaskan tembakan ke arah 2 orang laskar FPI yang masih tersisa, penembakan tersebut tidak dalam keadaan membela diri ataupun pembelaan terpaksa.
Kasus diatas berdasarkan analisis yang telah dilkukan oleh penulis telah memenuhi syarat dapat dikatakan sebagai tindakan extrajudicial killing dan juga menunjukan bahwa praktik extrajudicial killing telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Untuk dapat memahami sejauhmana pengaturan terhadap unlawfull killing dalam hukum pidana Indonesia maka penulis akan
menguraikan lebih jauh dari sudut pandang Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia (HAM).
Pengaturan Unlawfull Killing berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan tentang Hak Asasi Manusia
A). Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Dalam Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi Undang- Undang ini tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.
Sedangkan di dalam Undang- Undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen), masalah mengenai Hak Asasi Manusia dicantumkan secara
khusus dalam bab XA pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 200066. Pemerintah dalam hal untuk melaksanakan amanah yang telah diamanatkan melalui TAP MPR tersebut di atas, di bentuklah Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur beberapa hal penting yang menyangkut Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Pertama, definisi pelanggaran Hak Asasi Manusia dideskripsikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang- Undang ini, dan tidak mendapatkan atau di khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 ayat 6).
Kedua, dalam Pasal 4 dinyatakan, bahwa Asas-Asas Dasar Hak Asasi Manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat di kecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.
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Ketiga, dalam Pasal 7 dinyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang di jamin oleh hukum Indonesia oleh negara Republik Indonesia menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional.
Keempat, di dalam Pasal 104 diatur tentang pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai berikut : Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bentuk pengadilan dalam ayat (1) di bentuk dengan Undang- Undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sebelum terbentuk pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai mana dimaksudkan dalam ayat (2) di adili oleh pengadilan yang berwenang.
Sebelumnya dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :
(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
Dalam Pasal di atas semakin menegaskan bahwa setiap orang tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu harus mendapatkan perlakuan yang sama sesuai martabat kemanusiannya di depan hukum dan mendapat perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Artinya, dalam kasus kematian 6 laskar FPI, pengadilan yang memeriksa perkara harus objektif demi terwujudnya keadilan.
Dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :
(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya.
Pasal 18 di atas, juga semakin menegaskan bahwa setiap orang tanpa pandang bulu yang melakukan suatu kejahatan termasuk kejahatan terhadap institusi kepolisian, apabila dilakukan penangkapan, penahanan dan penuntutan berhak dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang inkrach, serta tidak dapat dituntut untuk dihukum apabila tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dalam kasus kematian 6 laskar FPI seharusnya kepolisian dalam melakukan penangkapan harus menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah, namun dalam kenyataannya oknum kepolisian melakukan penyiksaan hingga berujung pembunuhan terhadap laskar FPI, tentunya hal tersebut tidak berdasar pada Undang-Undang dan bahkan menyalahinya.
Selanjutnya Pasal 104 ayat (1) Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa yang berwenang mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1tahun 1999 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yang bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang berat. Namun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-Undang dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut di cabut67.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membahas tentang pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia terdapat dalam Pasal 104 yang berbunyi:
1) Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bentuk pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan pengadilan umum.
2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan
Undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
3) Sebelum terbentuk pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di adili oleh pengadilan yang berwenang.
Penjelasan Pasal 104 ayat (1) di atas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic descrimination), berkenaan dengan pengadilan yang berwenang yaitu meliputi
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empat lingkungan pengadilan sesuai dengan UU No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman diubah UU No. 48 Tahun 2009.
Dari penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengklasifikasikan unlawfull killing atau extra judicial killing adalah bagian dari pelanggaran HAM berat, maka pengadilan yang berhak untuk mengadili adalah pengadilan HAM. Akan tetapi, terdapat kejanggalan dalam kasus kematian 6 laskar FPI, dimana Komnas HAM dalam penyelidikannya menemukan bahwa telah terjadi pembunuhan sewenang-wenang atau unlawfull killing terhadap 6 laskar FPI namun hal tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat. Tentunya ada penyimpangan terhadap konsep unlawfull killing yang dimaksud dalam Undang-Undang HAM dengan konsep unlawfull killing yang diselidiki oleh Komnas HAM dalam kematian 6 laskar FPI.
B). Pengaturan Unlawfull Killing dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Pada tanggal 23 November 2000 di tetapkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Perpu No. 1 Tahun 1999. Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dalam hal ini adalah kejahatan genosida yaitu penghancuran atau pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan melakukan perbuatan membunuh anggota kelompok. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang
berat terhadap anggota-anggota kelompok. Menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah. Memaksakan tindakan- tindakan yang bertujuan mengenai kelahiran dalam kelompok tersebut. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perbuatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari serangan yang meluas ataupun sistematik yang diketahuinya bahwa akibat serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, pembudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin maupun alasan lain yang telah diakui secara Universal sebagai hal yang dilarang oleh hukum internasional, penghilangan orang secara paksa kejahatan apartheid.
Dari berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi tersebut telah mendorong munculnya suatu usulan untuk membantu pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc untuk kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Aceh. Permintaan Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan usulan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc telah disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Ketika pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia amat luas, pengabaian memang seharusnya bukan merupakan pilihan, sekalipun upaya menyelesaikan masa lalu tidaklah sederhana. Dalam sebuah dunia yang sejak perang dunia ke-II disibukkan dengan penyebaran isu demokratisasi dan penghormatan terhadap martabat manusia, di lama antara proses penegakan keadilan dan kepentingan politik antara masa transisi, melahirkan apa yang oleh Tina Rosenberg disebut sebagai dimana besar moral, politik dan filosofis abad ini68.
Sungguhpun Begitu, prospek penegakan Hak Asasi Manusia kedepan tentu akan lebih baik dan cerah, mengingat pada satu sisi proses institusional Hak Asasi Manusia, antara lain melalui pembaruan serta pembentukan hukum terus menunjukkan kemajuan yang berarti, maupun pada sisi lain terbangunnya ruang publik yang lebih terbuka bagi perjuangan Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini.
Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia sekarang telah memasuki babak baru dengan telah diselesaikannya Amanat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan pemerintah sebagai penyelenggara negara dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif guna membuat suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadilan terhadap para pelaku pelanggaran kejahatan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang- Undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Keberadaannya secara hukum “menjawab” bahwa Indonesia mau dan mampu dengan sungguh- sungguh mengadili pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, seperti yang diamanatkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional serta Peradilan Pidana Internasional. Ada keistimewaan Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia yang menganut asas “retroaktif”, yaitu mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat , yang dilakukan sebelum Undang-Undang nomor
26. tahun 2000, hal ini dimungkinkan dengan usul Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan Presiden. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang retroaktif ini dinamakan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc69.
Pengadilan di Indonesia, mulianya pengadilan yang menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia belumlah banyak seperti kasus perceraian oleh pengadilan agama, kasus kriminal oleh pengadilan umum, kasus persengketaan niaga oleh pengadilan niaga tidak menjadikan di masa depan pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia surut dalam perkembangan ke depannya.
Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia mulai digelar untuk pertama kalinya pada tanggal 14 Maret 2002 yang mengadili perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di Timor-Timur pasca jejak pendapat, yang akan disusul dengan kasus terhadap pelanggaran berat Hak Asasi Manusia lain di tanah air. Terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang dilakukan sebelum
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dilakukan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) permanen.
Penerapan peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat ad hoc sesuatu yang baru dalam peradilan di Indonesia, yang tidak saja mendapat perhatian di tanah air bahkan sampai manca negara. Demi kredibilitas dan jati diri yang berwibawa dan adil dari peradilan Hak Asasi Manusia Indonesia. Banyak pakar dan ilmuwan yang mendalami instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, termasuk implementasinya dalam dunia peradilan Hak Asasi Manusia ad hoc di Indonesia yang sangat berharga.
Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menyebutkan :
“Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat”.
Lebih lanjut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menyebutkan :
“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan”.
Berkaitan dengan Pasal 7 di atas, terkait dengan kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menyebutkan :
“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari
serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
a) Pembunuhan;
b) Pemusnahan;
c) Perbudakan;
d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f) Penyiksaan;
g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk- bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
i) Penghilangan orang secara paksa; atau
j) Kejahatan apartheid”.
Uraian kesinambungan ketentuan Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia secara rinci mengurai pelanggaran HAM berat, akan tetapi terdapat beberapa ambiguitas dalam menelusuri maksud dan tujuan yang ada dalam masing-masing pasal, khususnya terhadap terminologi kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan kasus unlawfull killing kematian 6 laskar FPI.
Persyaratan penamaan dan pengertian kejahatan menjadi suatu kejahatan kemanusiaan perlu mendapat perhatian semua pihak agar perbedaan persepsi dan penyatuan pengertian dapat diatur dalam ketentuan sistem hukum yang lebih kuat. Undang-Undang No. 26 tahun 2000 memang telah menyebut dan mengatur hal ini, namun pada kenyataannya, pengertian ini masih mempunyai kelemahan
disana sini.17 Adapun kelemahannya sebagaimana diuraikan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam Irsyad D Samad Suhaeb bahwa definisi konsep-konsep tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Undang- Undang No.26 Tahun 2000 yang mengadopsi pengertian yang terdapat dalam Statuta Roma mempunyai ambiguitas dan distorsi yang pada akhirnya melemahkan konsep kejahatan terhadap kemanusian itu sendiri. Pengertian “kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam Pasal 9 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 ini juga dianggap sumir karena tidak memiliki parameter yang tegas untuk mendefinisikan unsur “meluas”, “sistematik”, “intensi”, “secara langsung”, dan “penduduk sipil” yang menjadi unsur utama kejahatan ini. Ketidakjelasan definisi elemen-elemen tersebut mengakibatkan pembuktian pemidanaan terhadap kejahatan-kejahatan yang dimaksud menjadi sulit70.
Lebih lanjut ELSAM mengatakan tidak jelasnya defenisi kejahatan terhadap kemanusiaan dari tiga elemen penting yaitu: elemen meluas (widespread), sistematik (systematic), niat (intention), secara langsung (directly), dan penduduk sipil (civilians). Ketidakjelasan defenisi kelima elemen itu membuka bermacam interpretasi di pengadilan yang berakibat pada pembuktian dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan-kejahatan menjadi sumir. ELSAM mencontohkah hal ini dengan membandingkan dengan pengadilan Nuremberg, ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda), dan ICTY (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia), dimana para hakim melakukan interpretasi terhadap unsur meluas dengan menekankan pada luasan geografis dan
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70 Irsyad D Samad Suhaeb, Mengartikan Kejahatan Kemanusiaan dalam Hak Asasi Manusia sesuai UUD 1945, Jurnal UNM, Vol. 1, No. 2, September 2016, hlm 115
massivitas jumlah korban; sementara terhadap unsur sistematik implementasi kebijakan diindikasikan melalui adanya pola yang sama dan berulang-ulang dan metodik71. ELSAM menganggap bahwa mengingat tidak ada aturan yang secara eksplisit mengharuskan pengadilan untuk mengadopsi praktek-praktek hukum internasional, maka tidak ada kepastian apakah interpretasi semacam ini juga akan digunakan dalam pengadilan HAM di Indonesia72.
Selanjutnya ELSAM menjelaskan adanya problematika yang timbul dari penerjemahan oleh undang- undang pada: directed against any civilian population yang seharusnya harus diartikan sebagai ditujukan kepada populasi sipil, namun oleh undang-undang ini diartikan: ‘ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil’. ELSAM menyatakan bahwa kata “langsung” ini bisa berimplikasi bahwa seolah-olah hanya para pelaku langsung di lapangan sajalah yang dapat dikenakan pasal ini sedangkan pelaku di atasnya yang membuat kebijakan tidak akan tercakup oleh pasal ini. Penggunaan kata “penduduk” dan bukannya “populasi” sendiri telah menyempitkan subyek hukum dengan menggunakan batasan-batasan wilayah secara implisit menyempitkan target-target potensial korban kejahatan kemanusiaan yang terbatas hanya pada warga negara di mana kejahatan tersebut terjadi. Dalam kasus ICTY dan ICTR, hakim mengadopsi pengertian “populasi

71 Lihat pertimbangan hakim dalam putusan Akayesu, ICTR (Case no.ICTR-96-4-T), 2 September 1998, paragraf 580; kasus Tihomir Blaskic, ICTY (Case no. IT-95-14-T), 3 Maret 2000, paragraf 203 dan 206. Lihat juga penegasan pengertian serupa dalam Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, Laporan International Law Commission dalam sidang sessi ke 48, (UN Doc. A/51/10) paragraf 94-95 (Commentary on Article18 part 4): “...committed in a systematic manner meaning pursuant to a preconceived plan or policy. The implementation of this plan or policy could result in the repeated or continuous commission of inhumane acts...
committed on a large scale meaning that the acts are directed against a multiplicity of victims”.
72 Irsyad D Samad Suhaeb, Op.cit, hlm 116
sipil” untuk melindungi potensi korban kejahatan kemanusiaan dengan menyatakan bahwa korban adalah siapa saja yang dalam batasan waktu tertentu secara aktif terlibat dalam kejadian dimana ia berada dalam posisi mempertahankan diri dalam kondisi tertentu73.
Sejalan dengan kritikan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) terkait kelemahan terminologi kejahatan terhadap kemanusiaan di atas, penulis merekonsrtruksikan kelemahan tersebut secara konkrit dalam kasus unlawfull killing 6 laskar FPI. Pembunuhan terhadap 6 orang laskar FPI secara jelas dilakukan meluas jumlah korban lebih dari 5 orang, dan dilakukan secara langsung yang dibuktikan adanya saling tembak-menembak antara kepolisian dan korban. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh salah satu terdakwa yang menembak mati korban ketika keadaan mulai kondusif merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau terpenuhinya unsur intensi, namun unsur sistematis tidak terpenuhi dalam kasus ini dikarenakan 3 orang terdakwa tidak membuat suatu pola atau rencana mengenai cara-cara yang akan dilakukan untuk membunuh 6 laskar FPI tersebut. Selain itu, unsur penduduk sipil terpenuhi dalam kasus ini, mengingat laskar FPI merupakan organisasi yang beranggotakan penduduk sipil. Meskipun salah satu unsur tidak terpenuhi akan tetapi unsur lainnya terpenuhi maka terminologi kejahatan terhadap kemanusiaan yang masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dapat dibuktikan.
Pengaturan Unlawfull Killing berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
73 Ibid, hlm 116
A). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Sedangkan tugas pokok Polri sesuai yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat UUKNRI, meliputi: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan
(3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13).
Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, UUKNRI menyatakan, kepolisian bertugas untuk:
a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang - undangan lainnya;
h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Selain dari tugas pokok yang terdapat dalam UUKNRI tersebut, kini Polri dihadapkan pada tugas yang sangat serius, yaitu sebagai salah satu lembaga negara penegak hukum yang harus melakukan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Terutama pasca keluarnya Keputusan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang memberikan aturan tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan ini merupakan langkah maju dari Polri dalam upaya pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
Hak asasi manusia (HAM) sering dihubungkan dengan kepolisian, hanya semata-mata karena polisi yang sehari-hari bersinggungan dengan masyarakat yang harus dilindungi HAM yang melekat padanya. Selain itu bahwa HAM merupakan Hak asasi yang dimiliki setiap orang sebagai manusia yang hanya bisa untuk dibatasi, tetapi tidak dapat dihapuskan. Dimana sejarah perkembangannya HAM didunia Internasional meletakkan hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan, hak atas harta benda, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan / kemelaratan
merupakan Hak yang tidak bisa diganggu gugat di dalam keadaan apapun juga. Dengan demikian Polisi wajib mempelajari HAM secara konseptual yang mendasar, karena pelanggaran HAM tersebut sangat cenderung dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan/kekuasaan, terutama dalam hal ini Polisi mempunyai kewenangan untuk membatasi HAM seseorang dan wajib dilakukan berdasarkan Undang – Undang.
Secara mendasar peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang terdiri dari 64 pasal ini dibuat, agar seluruh jajaran Polri dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya (huruf c. konsideran Menimbang). Dalam pasal 2 disebutkan, maksud dari Peraturan ini anatara lain:
1) Sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri.
2) Menjelaskan prinsip-prinsip dasar HAM agar mudah dipahami oleh seluruh anggota Polri dari tingkat terendah sampai yang tertinggi dalam pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.
Inti dalam peraturan ini adalah panduan agar polisi menerapkan prinsip dan standar HAM dalam tugasnya. Dalam pasal 3 disebutkan ada 12 prinsip HAM yang harus diemban oleh Polri, yakni (1).perlindungan minimal (2). melekat pada manusia (3). saling terkait (4). tidak dapat dipisahkan (5). tidak dapat dibagi (6).
universal (7). fundamental (8). keadilan (9). kesetaraan/persamaan hak (10). kebebasan (11). non-diskriminasi (12). perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (affirmative action).
Sedangkan HAM yang termasuk dalam cakupan tugas Polri diatur dalam Pasal 7, yang terdiri dari 8 hak yaitu (a). hak memperoleh keadilan (b). hak atas
kebebasan pribadi (c).hak atas rasa aman (d). hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa, (e). hak khusus perempuan, (f).hak khusus anak, (g). hak khusus masyarakat adat, (h). hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual.
Dengan berlakunya Peraturan Kapolri ini secara langsung “memaksa” seluruh aparat polisi wajib memahami instrumen internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara yang mengatur secara langsung dan tidak langsung tentang hubungan anggota Polri dengan HAM. Ada 19 instrumen internasional yang wajib dipahami oleh setiap anggota Polri, antara lain Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW); Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT); Konvensi Hak-hak Anak; Resolusi PBB Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan; dan Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia;
Sedangkan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-harinya wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya: (a). menghormati martabat dan HAM setiap orang; (b). bertindak secara adil dan tidak diskriminatif; (c). berperilaku sopan; (d). menghormati norma agama, etika, dan
susila; dan (e). menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM74.
Bagian terbanyak dalam peraturan ini adalah mengatur tentang standar perilaku petugas/anggota Polri dalam penegakkan hukum dan tindakan kepolisian. Standar petugas polisi dalam penegakkan hukum adalah wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h. Antara lain: menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya, tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan; tidak boleh menghasut, tidak boleh menyiksa, melindungi tahahan, tidak korupsi, harus menghormati hukum.
Standar perilaku petugas/anggota Polri dalam tindakan kepolisian terdiri
dari75:
1) Tindakan penyelidikan;
Dalam hal penyelidikan, ada 8 larangan bagi polisi Antara lain, dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan; dilarang menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah;

74 Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
75 Hartati, Studi Perkembangan Hak Asasi Manusia Terkait Dengan Tugas Polri, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, September 2017, hlm 59-60
dilarang menolak permintaan bantuan dari seseorang yang membutuhkan pertolongan atau mencari keadilan tanpa alasan sah.
2) Tindakan pemanggilan;
Dalam melakukan pemanggilan polisi dilarang antara lain melakukan pemanggilan dengan tujuan untuk menakut-nakuti yang dipanggil atau untuk kepentingan pribadi yang melanggar kewenangannya; melecehkan atau tidak menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil.
3) Tindakan Penangkapan;
Ketika melakukan tindakan penangkapan polisi wajib antara lain memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri, memberitahukan alasan penangkapan, senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap. Setelah melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk membuat berita acara penangkapan. Jika anak-anak yang ditangkap maka wajib diperhatikan hak tambahan bagi anak, antara lain didampingi orang tua/wali, diperiksa di ruang pelayanan khusus. Jika yang ditangkap perempuan maka wajib antara lain sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender dan di ruang pelayanan khusus.
4) Tindakan Penahanan;
Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus memperhatikan standar-standar penahanan, antara lain tidak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan sewenang-wenang, harus menghormati azas praduga tidak bersalah. Dalam Pasal 23 ditegaskan
bahwa penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar Internasional HAM dalam penahanan (ada 24 item), antara lain: tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya; tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan dari laki-laki, dan tersangka dari terpidana. Penahanan terhadap anak-anak dan wanita diberi perhatian khusus.
5) Tindakan Pemeriksaan;
Tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi antara lain diberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai. Polisi dilarang melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa, polisi dilarang menghalangi-halangi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa. Pemeriksaan terhadap anak dan perempuan diberi perhatian khusus.
6) Tindakan Penggeledahan orang dan tempat/rumah dan Tindakan penyitaan barang bukti.
Menggeledah orang dan tempat/rumah polisi harus dilengkapi administrasi penyidikan, memberitahu ketua lingkungan setempat, dilarang menggeledah dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusakkan barang atau merugikan pihak yang digeledah, tidak bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah (Pasal 33).
Jika menyita barang bukti polisi harus memberitahu tujuan penyitaan, membuat berita acara dan merawat barang sitaan.
Secara prinsipil tujuan dari pemberlakuan Peraturan Kapolri No. 8/2009 ini antara lain adalah sebagai berikut76:
1) Untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM
2) Untuk memastikan adanya perubahan dalam pola pikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM
3) Untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan
4) Untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar HAM.
Disisi lain, terkait dengan aparat kepolisian yang melanggar Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kepolisian, maka dapat dijatuhi sanksi administrasi, kode etik dan bahkan sanksi pidana, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 60 PerKapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan :
“Setiap pejabat Polri wajib melakukan pengawasan penerapan HAM, terutama di lingkungan anggotanya; memberikan penilaian bagi anggota
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Polri dalam menerapkan prinsip HAM dengan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi; memberikan tindakan koreksi terhadap tindakan anggotanya yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan HAM, dan menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas. Sanksi yang dimaksud dijatuhkan melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana”.
Jika PerKapolri No. 8/2009 ini disinkronisasikan dengan kasus pembunuhan 6 laskar FPI maka sudah sangat jelas bagi aparat kepolisian yang melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia akan dijatuhkan sanksi administrasi, kode etik, hingga pemidanaan. Tiga orang terdakwa dalam kasus tewasnya 6 orang laskar FPI adalah sebuah bentuk pelanggaran HAM dikarenakan mereka menyalahi prosedur dalam proses penyelidikan dan penahanan terhadap 6 laskar FPI. Secara tegas dalam PerKapolri No. 8/2009 disebutkan bahwa aparat kepolisian dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis pada saat penyelidikan dan penyidikan, akan tetapi hal tersebut terjadi hingga berujung pada tindakan pembunuhan di luar proses hukum atau unlawfull killing.
Kritikan terbesar terhadap pemberlakuan peraturan ini adalah dimana terdapatnya peraturan yang tidak tegas memberikan pengaturan secara detail dan sistematis terkait unlawfull killing yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Padahal secara tegas dalam penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi, menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitry/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa,
pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination). Penjelasan Pasal tersebut mengindikasikan unlawfull killing/extra judicial killing merupakan pelanggaran HAM.
Peraturan ini lebih berfungsi sebagai panduan dan moral binding. Pada akhirnya tegak atau tidaknya peraturan ini sangat tergantung dari panggilan nurani tiap pejabat dan personil Polri itu sendiri. Harapan terbesar demi terwujudnya profesionalisme dan kredibilitas polisi, maka peraturan ini bisa diterapkan. Masyarakat, terutama media massa, wajib turut serta menyebarluaskan dan menjadi pengawas untuk menjamin peraturan ini ditegakkan, untuk menjamin bahwa polri tidak melanggar HAM masyarakat yang dilindunginya, khususnya terhadap tindakan pembunuhan sewenang-wenang atau unlawfull killing. Jika semakin banyak masyarakat tahu dan paham tentang peraturan ini, maka akan sangat membantu upaya pemajuan, perlindungan dan penegakkan HAM oleh Polri serta dapat menjaga tindakan Polri dari perbuatan melampaui batas HAM khususnya unlawfull killing.
Salah satu tindakan lanjutan dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 itu dari tubuh institusi Polri adalah dengan penandatanganan nota kesepamahan antara Polri dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tanggal 9 Mei 2011. Polri menandatangani nota kesepahaman dengan Komnas HAM, bertujuan untuk melakukan kerjasama dalam pemantauan penanganan tindak pidana, pengkajian, penelitian, dan mediasi serta penyuluhan HAM. Dengan disepakatinya nota kesepahaman ini, maka kedepannya para aparat kepolisian, akan selalu mengedepankan sudut pandang HAM, dalam
melaksanakan tugasnya. Secara langsung dengan penandatangan kesepahaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan komitmen Polri dalam pemahaman HAM untuk seluruh anggotanya.
B). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 ini mengatur tentang tugas dan wewenang anggota POLRI dalam rangka penggunaan kekuatan sebagai berikut77:
2) Enam Prinsip Penggunaan Kekuatan, yaitu:
a) Legalitas (harus sesuai hukum)
b) Nessesitas (penggunaan kekuatan memang perlu diambil)
c) Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tindakan POLRI)
d) Kewajiban Umum (Petugas bertindak dengan penilaiannnya sendiri berdasarkan situasi dan kondisi yang bertujuan menciptakan kamtibmas)
e) Preventif (mengutamakan pencegahan)
f) Masuk akal (tindakan diambil dengan alasan yang logis berdasarkan ancaman yang dihadapi).
3) Enam Tahapan Penggunaan Kekuatan, yaitu:
b) Kekuatan yang memiliki dampak deteren
c) Perintah lisan
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d) Kendali tangan kosong lunak
e) Kendali tangan kosong keras
f) Kendali senjata tumpul
g) Kendali dengan menggunakan senjata api.
4) Enam Tingkat Perlawanan Tersangka atau Massa, yaitu:
a) Perlawanan tingkat 1 (misalnya : diam ditempat dengan duduk di tengah jalan)
b) Perlawanan tingkat 2 (berupa ketidak patuhan lisan dengan tidak mengindahkan himbauan polisi)
c) Perlawanan tingkat 3 (perlawanan pasif dengan tidur di jalan dan diam saja walau diperintahkan bergeser hingga harus diangkat pertugas Polisi)
d) Perlawanan tingkat 4 (bertindak defensif dengan menarik, mengelak atau mendorong)
e) Perlawanan tingkat 5 (bertindak agresif dengan memukul atau menyerag korban, petugas Polisi atau masyarakat lain)
f) Perlawanan tingkat 6 (bertindak dengan ancaman yang dapat sebabkan luka parah atau kematian bagi korban, petugas Polisi dan masyarakat).
Prinsip, tindakan dan perlawanan yang disebutkan dalam Perkap di atas, merupakan pedoman bagi Polisi dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang dilakukan baik oleh perorangan maupun massa. POLRI dalam melaksanakan tugasnya berupa penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian harus
memperhatikan prinsip-prinsip dan level-level tindakan serta perlawanan sebagaimana diatur dalam PERKAP No. 1 Tahun 2009. Apabila tindakan yang lebih lunak sudah tidak efektif lagi, maka penggunaan senjata api merupakan opsi terakhir karena sudah membahayakan keselamatan korban, petugas dan masyarakat.
Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa ada 6 (enam) tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yang terdiri dari78:
1) Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan.
Saat polisi sudah berdiri dengan menggunakan seragam, berarti polisi sudah menggunakan kekuatan tahap 1. Misalnya, ada polisi yang berdiri di perempatan jalan, pasti adalah untuk mencegah niat orang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, karena polisi bertugas untuk mengawasi. Begitu pula dengan kehadiran aparat POLRI atau kendaraan atribut POLRI atau lencana, sudah merupakan tahapan penggunaan kekuatan tahap 1.
2) Tahap 2 : Perintah lisan
Maksudnya disini, bahwa saat Polisi melihat ada sesuatu yang tidak beres dan tersangka tidak takut dengan keberadaan Polisi ditempat tersebut, maka Polisi akan menggunakan kekuatan suara untuk menyatakan tersangka ‘berhenti’ karena kedapatan sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Dalam tahap ke-2 ini, ada komunikasi atau perintah, contoh: “POLISI, JANGAN BERGERAK”.
3) Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak
Apabila teguran dari Polisi tidak diindahkan oleh tersangka, malahan tersangka berjalan mendekati petugas Polisi dan Polisi berusaha untuk menahan tersangka dengan tangan, maka saat tangan petugas Polisi bersentuhan dengan tersangka, itu adalah tahap ke-3. Dalam tahapan ke-3, Polisi dapat melakukan gerakan membimbing atau kuncian tangan yang kecil kemungkinan untuk menimbulkan cedera fisik.
4) Tahap 4 : Kendali tangan kosong keras
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Apabila tersangka mengadakan perlawanan, dan membuat petugas Polisi harus menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka, itu adalah tahap ke-4. Dalam tahap ke-4, ada kemungkinan timbul cedera, karena Polisi menggunakan gerakan bela diri, contoh dengan bantingan atau tendangan yang melumpuhkan.
5) Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.
Jika tersangka yang sudah berhadapan dengan petugas Polisi dimana Polisi menggunakan gerakan bela diri dan ternyata tersangka tetap mengadakan perlawanan, maka petugas Polisi akan menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia, misalnya tongkat T, tameng Dalmas atau gas air mata. Dalam tahap ke-5 ini, Polisi bertindak sesuai dengan perlawanan tersangka, kemungkinan yang ada adalah berpotensi untuk menimbulkan luka ringan.
6) Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain
Tahap ini dapat menggunakan kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Tahap ke-6 ini sebagai tindakan terakhir dengan pertimbangan bahwa, apa yang dilakukan oleh tersangka, sangat membahayakan korban, masyarakat dan petugas Polisi sendiri.
Apabila ke-enam tahap ini sudah dilakukan, barulah seorang petugas Polri menggunakan senjata api. Pengertian ‘tahap’ disini bukan berarti sesuatu yang harus berurutan. Sebab Pasal 5 ayat (2) Perkapolri No. 1 Tahun 2009 berbunyi:
“Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka...”
Kata kuncinya adalah “memilih”. Memilih mana tahapan yang harus digunakan pada saat menghadapi suatu keadaan yang memerlukan penggunaan kekuatan. Jika keadaan yang ada sangat membahayakan keselamatan nyawa baik polisi maupun masyarakat sekitar, misalnya tersangka menggunakan parang atau senjata api maka, tahap ke-enam bisa langsung digunakan. Misalnya juga ada
geng motor yang membawa parang atau senjata api, maka Polisi melogikakan, parang ditambah kecepatan motor dapat membunuh warga masyarakat atau petugas Polisi, maka petugas Polisi bisa langsung menggunakan tahap ke-enam79.
Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 1 Tahun 2009 ini secara tegas menyebutkan tahapan-tahapan apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh POLRI jika menghadapi suatu situasi dan kondisi yang membahayakan korban, masyarakat dan petugas Polisi sendiri, tidak serta merta langsung menggunakan senjata api, karena penggunaan senjata api merupakan pilihan terakhir dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi diharapkan untuk selalu kedepankan sikap yang humanis agar dicintai masyarakat, selalu mengutamakan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Polisi adalah anggota masyarakat yang diberi kewenangan untuk menggunakan kekuatan guna melindungi masyarakat dalam situasi-situsi yang sah secara hukum80.
Menurut analisis penulis, jika peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 ini dikaitkan dengan peristiwa tewasnya 6 laskar FPI maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 3 orang polisi yang menembak mati laskar FPI adalah tindakan yang mengabaikan Peraturan Kapolri ini dan termasuk dalam perbuatan extrajudicial killing, dikarenakan 3 orang polisi yang sudah menjadi terdakwa tidak terlebih dahulu menggunakan senjata tumpul untuk melumpuhkan 4 orang
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laskar FPI yang berusaha menyerang 3 orang polisi tersebut dengan tangan kosong.
Lebih lanjut menurut penulis, dalam kenyataannya, situasi penyerangan oleh 4 orang laskar FPI tersebut sempat terkendali dan kondusif akan tetapi seorang oknum polisi menembak mati 2 orang laskar FPI. Tentunya hal tersebut semakin meyakinkan adanya unsur kesengajaan terhadap penggunaan senjata api, yang pada hakikatnya sebagaimana yang dimaksud oleh PerKapolri No. 1 Tahun 2009 adalah sebagai upaya terakhir dalam mengatasi serangan atau kejahatan, namun oleh terdakwa hal tersebut di abaikan.
Penerapan Sanksi Terhadap Tindakan Pembunuhan Di Luar Proses Hukum (Unlawfull Killing) Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian
Istilah unlawfull killing/extra judicial killing menjadi populer pasca penembakan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian di jalan tol Jakarta-Cikampek sekitar kilometer 50, Senin tanggal 7 Desember Tahun 2020. Kepolisian beralasan penembakan dilakukan karena petugas polisi merasa terancam keselamatan jiwanya karena merasa diserang lebih dulu, sehingga terpaksa melepaskan tembakan yang mengakibatkan 6 anggota FPI tewas. Peristiwa ini terus diselidiki Komnas HAM termasuk Mabes Polri dengan melibatkan Divisi Propam, hingga diajukan ke persidangan.
Sebagaimana dikutip dari media HukumOnline.com, Sekretaris Umum FPI Munarman menuding tewasnya 6 laskar FPI merupakan bentuk extra judicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum/putusan pengadilan yang dilakukan
aparat kepolisian. Munarman menilai insiden tersebut termasuk pelanggaran HAM yang semestinya diadili Pengadilan HAM. Penilaian serupa disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Jakarta, YLBHI, ICJR, IJRS, HRWG, Institut Perempuan, LBH Masyarakat, LeIP, KontraS, SETARA Institute, PSHK, ELSAM, Amnesty International Indonesia, Public Virtue Institute, PBHI, PIL-Net, ICEL, Asosiasi LBH APIK Indonesia, Imparsial, dan LBH Pers. Koalisi menilai ada banyak kejanggalan dalam peristiwa ini yang harus diusut karena diduga kuat terjadi pelanggaran HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil dan hak hidup warga negara81.
Koalisi menilai tindakan extra judicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum/putusan pengadilan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan ini merupakan pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius. Padahal, orang-orang yang diduga terlibat kejahatan memiliki hak ditangkap dan dibawa ke muka persidangan serta mendapat peradilan yang adil (fair trial) guna pembuktian, apakah tuduhan yang disampaikan oleh negara adalah benar. Tindakan pembunuhan di luar proses hukum ini dianggap melanggar HAM karena memutus hak seseorang untuk mendapat proses hukum secara adil. Hak-hak tersebut jelas tidak akan terpenuhi apabila para tersangka dihilangkan nyawanya sebelum proses peradilan dimulai. Penuntutan perkara ini otomatis gugur karena pelaku meninggal dunia82.
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Menurut penulis, tindakan unlawfull killing/extra judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan dilarang keras oleh ketentuan HAM internasional dan peraturan perundang undangan HAM nasional. Larangan tersebut dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi/disahkan melalui UU No.12 Tahun 2005. Pasal 6 UU 12/2005 menyebutkan :
“Setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”.
Unlawfull killing/extra judicial killing merupakan bentuk perampasan hak hidup seseorang sebagai Hak Asasi Manusia paling utama. Hak hidup setiap orang dijamin oleh UUD Tahun 1945 dan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Pasal 28A UUD Tahun 1945 menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengakuan tegas secara hukum nasional dan hukum internasional terkait penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dari adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat negara khususnya kepolisian (unlawfull killing), mengharuskan penulis dalam penelitian ini untuk membangun argumentasi hukum terkait bentuk penanganan dan penerapan sanksi terhadap tindakan pembunuhan di luar proses
hukum (unlawfull killing) yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sebagaimana akan penulis uraikan di bawah ini :
Penerapan Sanksi Pidana Pokok
Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, yang bersifat imperatif yang terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.
1) Pidana mati atau disebut dengan doodstraf atau death penalty    adalah
pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 10 KUHP). Pidana mati adalah pidana terberat berdasarkan Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia.
2) Pidana penjara menurut Adami Chazawi, adalah pidana yang berupa hilangnya kemerdekaan seumur hidup atau untuk sementara waktu yang harus dijalani narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan). Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati, dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku83.
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3) Pidana kurungan atau disebut hechtenis menurut Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 KUHP adalah pidana hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara yang lebih ringan daripada pidana penjara.
4) Pidana denda atau disebut dengan boete, geldboete, fine menurut Adami Chazawi, adalah pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (lihat Buku III KUHP) baik sebagai alternatif maupun berdiri sendiri84.
5) Pidana tutupan sebagaimana disampaikan oleh Adami Chazawi, adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang tertentu yang berupa pencabutan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Biasanya pidana tutupan dijatuhkan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan85.
Tindakan pembunuhan sewenang-wenang di luar proses hukum pada dasarnya hanya disebutkan dalam penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa :
“Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitry/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination)”.
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Di sisi lain dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan :
“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida
dan kejahatan terhadap kemanusiaan”.
Menurut analisis penulis pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud oleh Undang-Undang Pengadilan HAM hanya meliputi 2 aspek, yang pertama adalah kejahatan genosida dan yang kedua adalah kejahatan kemanusian. Kejahatan genosida sudah sangat jelas adalah kejahatan pemusnahan atau penghancuran seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, suku dan agama. Yang menjadi sasaran dari kejahatan genosida adalah kelompok tertentu, sehingga ketika dikaitkan dengan pembunuhan di luar proses hukum atau unlawfull killing maka terdapat perbedaan konsepsi terhadap kedua hal tersebut dan menurut penulis kejahatan unlawfull killing tidak termasuk dalam kejahatan genosida.
Aspek kedua tentang kejahatan kemanusiaan hanya menegaskan bahwa kejahatan kemanusiaan terbatas pada suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, perbuatan tersebut seperti Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,
penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid.
Jika penulis menggunakan penafsiran sitematis keterkaitan antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan unlawfull killing maka akan ditemukan suatu kesimpulan bahwa ketika suatu perbuatan termasuk pembunuhan baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun masyarakat sipil yang dilakukan secara meluas dan/atau sistematis secara langsung tanpa melalui proses hukum terhadap penduduk sipil, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai unlawfull killing yang masuk dalam pelanggaran HAM berat sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 7 dan Pasal 9 Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Kelemahan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM tidak menyebutkan secara jelas perbuatan unlawfull killing sehingga dalam implementasinya dapat menimbulkan perbedaan tafsir dikalangan penegak hukum. Terdapat insinkronisasi antara penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 7 serta Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kelemahan UU Pengadilan HAM akan mempengaruhi penerapan sanksi pidana, khususnya pidana pokok terhadap pelaku unlawfull
killing, mengingat hanya UU Pengadilan HAM yang menganut sanksi pidana bagi pelanggar HAM berat.
Pelanggar HAM berat khususnya terhadap kejahatan kemanusiaan dapat dikenai sanksi pidana dalam kategori pidana pokok sebagaimana dalam ketentuan Pasal 37, 38, 39, 40, 41 serta Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan HAM menyebutkan :
“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.
Pasal 38 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan :
“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun”.
Pasal 39 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan :
“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun”.
Pasal 40 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan :
“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.
Khusus untuk pemufakatan, percobaan dan/atau yang membantu melakukan kejahatan HAM berat diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan :
“Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40”.
Sedangkan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat kepolisian, atasannya dapat dikenai pidana pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan :
“Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :
a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan”.
lebih lanjut dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan :
“Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40”.
Dalam uraian pasal-pasal di atas hanya menganut sanksi pidana pokok bagi pelanggaran HAM berat. Sanksi pidana pokok yang di anut tidak tanggung- tanggung, dengan minimun 5-10 tahun dan maksimum 15-25 tahun hingga terbuka kemungkinan pidana mati atau pidana penjara seumumr hidup tergantung kategori kejahatan ham berat yang dilakukan. Akan tetapi, terdapat hal yang menarik dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengadilan HAM, dimana atasan/pimpinan kepolisian dapat dipertanggunjawabkan secara pidana apabila ada bawahannya yang melakukan pelanggaran HAM berat, namun dalam penerapannya ketentuan pidana pokok untuk atasan/pimpinan kepolisian ini tidak berjalan efektif karena dipengaruhi oleh unsur politik dan kekuasaan.
Penerapan Sanksi Pidana Tambahan
Pidana tambahan menurut Andi Hamzah, adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama86. Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam Bahasa Belanda disebut dengan bijkomende straf adalah pidana yang hanya dapat

86 Andi Hamzah, 2018, Hukum Acara Pidana: Edisi Revisi, Cetakan 7, Jakarta: SInar Grafika. Hlm 121
dijatuhkan di samping pidana pokok87. Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim (lihat ketentuan dalam Pasal 10 KUHP).
1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, adalah pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. Hak-hak yang dicabut menurut Adami Chazawi, adalah sebagai berikut88:
a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI; (3). hak
memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan
berdasarkan aturan-aturan umum;
c) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
d) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian
atau pengampuan atas anak sendiri;
e) Hak menjalankan mata pencaharian.
2) Pidana perampasan barang tertentu menurut Adami Chazawi, adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis
barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu89:
a) Barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah corpora
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delictie yang berarti barang bukti90, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah instrumenta delictie, yang berarti sarana dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan91, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang
digunakan dalam pencurian dan sebagainya.
3) Pidana pengumuman putusan hakim menurut Adami Chazawi, adalah pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 ayat (3) KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal 395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 195 KUHAP yang tertulis bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain
adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan92.
4) Pidana Percobaan. Pidana percobaan sering disebut juga dengan pidana
bersyarat dalam bahasa Belanda disebut voorwaardelijke veroordeling. Menurut Adami Chazawi, dalam praktek hukum yang disebut dengan pidana percobaan adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. (lihat Pasal 14 a KUHP sampai dengan Pasal 14 huruf f KUHP). Maksud dari penjatuhan pidana bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara. Artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seseorang terpidana, terutama bagi orang- orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu, yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya dalam arti bukan penjahat sesungguhnya93. Menurut Muladi dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat, menjelaskan bahwa pidana bersyarat tersebut
bukanlah merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok yang lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat94.
Undang-Undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia tidak mengandung stelsel pidana tambahan. Semua peraturan tentang Hak Asasi Manusia hanya menganut pidana pokok. Akan tetapi, penulis menafsirkan secara sistematis antara Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disiplin dan kode etik kepolisian, guna menemukan resultante tentang penerapan pidana tambahan pada tindakan unlawfull killing yang dilakukan oleh kepolisian.
Dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa :
“Setiap pejabat Polri wajib menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas”.
Lebih lanjut Dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa :

“Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijatuhkan melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana”.
Pasal-pasal di atas menyebutkan sanksi yang dapat diterapkan terhadap aparat kepolisian yang melanggar HAM, baik dari sanksi disiplin, kode etik hingga sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dilihat dari ketentuan pidana pokok dalam Undang-Undang Pengadilan HAM dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai lex genarlis nya. Sedangkan sanksi disiplin dan kode etik tersirat pidana tambahan sebagaimana di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :
“Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia”.
Sedangkan dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :
“Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang menyalahgunakan wewenang”.
Terkait kedua Pasal dalam peraturan pemerintah tersebut, sanksi disiplin di atur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :
“Hukuman disiplin berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari”.
Lebih lanjut sanksi disiplin dalam kategori ringan, sedang dan kategori berat di atur dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan :
“Jenis hukuman terhadap Pelanggaran Disiplin Ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis; dan pernyataan tidak puas secara tertulis”.
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan :
“Jenis hukuman terhadap Pelanggaran Disiplin Sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun”.
Pasal 4 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan :
“Jenis hukuman terhadap Pelanggaran Disiplin Berat meliputi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari
jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Polri”.
Penerapan pidana tambahan pada tindakan unlawfull killing yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat dilihat dari keterkaitan Perkapolri No. 8 Tahun 2009 dan Perkapolri No. 4 Tahun 2020. Frasa “Sanksi dijatuhkan melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (2) Perkapolri No. 8 Tahun 2009 semakin memperjelas penjatuhan pidana tambahan. Kata dan/atau dalam Perkapolri tersebut bersifat kumulatif, artinya selain dapat dijatuhkan pidana pokok terhadap pelaku unlawfull killing yang dilakukan oleh kepolisian, dapat pula dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana dalam Perkapolri penegakan disiplin. Menurut penulis, pidana tambahan yang patut untuk dijatuhkan terhadap aparat kepolisian yang melakukan unlawfull killing adalah penegakan disiplin dalam kategori berat yang meliputi pembebasan dari jabatan atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Polri. Aparat kepolisian yang terlibat unlawfull killing patut untuk dilakukan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana kategori pidana tambahan dalam KUHP.
BAB V PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :
1. Pengaturan hukum tindakan pembunuhan di luar proses hukum (unlawfull killing) yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kaitannya dengan prinsip hak asasi manusia dapat ditinjau dari peraturan tentang hak asasi yang meliputi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Unlawfull killing hanya disebutkan dalam penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai pelanggaran HAM berat, sedangkan dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak menyebutkan konsepsi unlawfull killing sebagai kejahatan pelanggaran HAM berat. Adapun dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 hanya mengatur tentang penggunaan kekuatan kepolisian yang juga tidak menyinggung tindakan unlawfull killing. Sedangkan dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 yang mengatur tentang Implementasi HAM dalam tugas kepolisian juga tidak menyebutkan secara tegas dan terinci konsepsi tindakan unlawfull killing sebagai bagian dari pelanggaran HAM.
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2. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap aparat kepolisian yang melakukan unlawfull killing berupa sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dari pidana penjara maksimum 25 tahun hingga pidana penjara seumur hidup dan bahkan dapat diterapkan pidana mati. Sedangkan pidana tambahan dapat diterapkan melalui Perkapolri No. 8 Tahun 2009 jo. Perkapolri No. 4 Tahun 2020, yang meliputi pembebasan dari jabatan hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Polri.
Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka yang menjadi saran atau rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Seharusnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat merevisi Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, mengingat adanya inkonsistensi yang dapat menimbulkan multitafsir dalam tindakan unlawfull killing serta kedua peraturan tersebut sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan pelanggaran HAM saat ini.
2. Upaya penerapan sanksi terhadap pelaku unlawfull killing agar dapat di optimalkan oleh seluruh penegak hukum dan stakeholder terkait guna meminimalisir kejahatan unlawfull killing dilapangan. Di sisi lain, efektif dan optimalnya penerapan sanksi terhadap unlawfull killing yang
dilakukan oleh aparat kepolisian, dapat membersihkan citra lembaga kepolisian sebagai lembaga pengayom dan pelindung masyarakat.
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